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Dimas Waraditya
Nugraha

ndonesia sedang dalar
tahap persiapan memba-
. Pusat Fi-
sional Indone-

(PFID, yvang bel 1 prer-
nah ada sebelumnya dalam
tem ckonomi nasion: i
zai lokasi kawasan
I

Di kawasan ini, berbagai
lembaga keuangan mulai dan
bank asing, perusahaan inve
tasi, .ﬁnnll) affice, hings:
ngelola ds rensiun b
menjalankan bisnis keuangan
lintas negara dengan rezim
hukum. pengawasan, dan pe-
n sengketa yang ber-

(iagxw-an tersebut meru-
pakan amanat Undang-Un-
dang Pengembangan dan l’(_--
nguatan Sektor Ke
(P2SK), kemudian c p.-nnu
melalui Undang-Undang ten-
tang PFIL Payung hukum ini
disusun di parlemen dalam
ingat singkat,
sebelum akl o
scetujui untuk disahkan dalam
sidang paripurna di Gedung
Parlemen, Jal a, Selasa
(21/7/2026).

Berbeda dengan kawasan
ckonon i khusus yang ber-
or pada industri atau
10,,, -.tnk PRI ait agun untuk
menarik lembaga keuangan,
modal. dan tran kv\langf

gks.xku <i ko
bersaing dengs
gan intern
Singapura, Dubai, d
Dhabi.

Regulasi khusus

Keunikan PFII terletak pa-
da kelembagaannya. Kawasan
ini memiliki pengelola. regu-
lator, hingga mekanisme pe-

1o n sengketa sendiri
agikuti
Ppraktik pusat keuangan inter-
nasional. Berdasarkan doku-
n Undang-Un-
ng dibawa ke si-

@ na, pengelolaan
PFII dirancang dengan struk-
tur yang berbe ari kawaos -
an ékonomi khusus pada
umumny

Presiden mendelegasikan
kewenangan pengelolaan ka-
wasan kepada scorang guber-
nur PFI1 yang bertangsung
Jav ab langsung kepada pre-

1. Gubernur tersebut me-
mimpin Dewan PFIL, yakni
lembaga yang menjadi peng-
ambil keputusan utama di ka-
an.

Dewan ini memiliki kewe-
nangan khusus untuk meni-
be i nvestasi,
kemudahan berusaha. serta
berbagai Fasilitas o i
tuhkan untuk men:
baga keuangan dan investor
global ke PFIL.

Untuk memastikan pe-

et
. Dewan PFII didam-
pu\gu dewan pertimbangan
yang beranggotakan menteri.

;.,uernur Bank Indonesia. ke-
Ot sa Keuangan

(OJKD, k:-(u Lembaga Pen-
jamin Simpanan (LPS), dan
kepala Pusat Pelaporan dan
Transaksi Keuan,
Sun oper:
an di ankan
oleh Lembaga Pengelola PFIL
Sementara pengawasan sck-
tor keuangan dilakukan oleh
Lembaga Pengaw a Ke-
uangan (LPJK) PFI1

Dengoan model tersebut,
pemerintah berupaya memi
i u:]hil.un
, dan
pengawasan \x,hlnggn penge-
lolaan san tetap fleksibel
dalam menarik investasi.
tetapi tetap berada dalam
koridor tata kelola yang baik.

PFII juga akan memiliki
pengadilan khusus yvang
menggabungkan prinsip com-
rron faw dan cavil law dengan
atif. Model
mberi ke-
an hukum yang lebih ak-

ngelola Investa: ar
uvang lingkup u:.ah di
1

fesi penunjang. seperti akun-
tan publik. notaris. konsultan
hukum, dan konsultan ke-
uangan, juga dapat beroperasi
di

5 - =
Meski demikian. PFLL bu-
kan kawasan bebas tanpa ba-
tas. Pelaku usaha dilarang
menghimpun d dari
syarakat [Indones
bertransaksi dengan p
luar kawasan PFIL di wilayah
Indonesia.

Daya tarik fiskal

Untuk menarik lembaga
keuangan global, pemerintah

tenaga ahli tertentu, terma-
suk pemegang Golden Vi
pembebasan Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN). serta
pembebasan be.
produlk strategi

sbut bukan hal baru d
¥ tik pusat keuangan inter-
nasional.

Pemerintah dan DPR satu
suara berharap PFIL dapat
menarik inv :
mempe ar keuang-
an domestik. mermps Tuas
sumber pemb

ketergantungan Indonesia

[urhud.;p pusat-pusat keuang-
perti Singapura dan
Iinng Ko,

Ketua Panitia Kerja RULU
PFI1I sekaligus Wakil Ketua
Komisi X1 DPR. Mohamad

L ——
Meski legal, strukctur

menyulitican pene-
Iuasuran pemililkc
manfaat.

Sar

n

Hekal, mengatakan. untuk
menjaga agar aktivitas PFIT
tidak mengsanggu scktor ke-
uangan domestik, instrumen
keuangan vang diperdagang—
ny@ meng-

u dari-
rumah tem-

> ny
Ilckai n)cnan)hahkan. In-

donesia perlu memiliki pusat
finansi mpu men-

jadi tempat bagi pemilik mo-
dal global untuk menempat-
an dan mengelola dananya
rebut. terdapat scekitar
r AS dana ke-

Ia me

mity offfee. Dari iumliah torse-
but. sckitar 65 persen disebut
sedang mencari tempat baru.

Besarnya insentif memuan-
cultkan kekhawatiran bahwa
PF1I dapat dimanfaatkan un-
tuk pencucian uang atau
penghind

Karena ito,
atan usaha d s
sebut tetap wajib mematuhi
ketentuan mengenai pence-
Eahan penc
pcnd

(hwmﬂua{ owuemiup) serta

pertukoran informasi perpa-

akan sesuai kemitmen inter-
1

p transaksi valuta
E Juga diwajiblkan m
liki serrdertving transaction,
u kegiatan u
vang mendasa

ak sekada

spekulatif.
Ekono m se nior U

X
e i el e el
kan berbagai kemudahan, ke-
berhasilan PFIL pada akhir-
sk hanya ditentukan
oleh berb:
dan kemudahan beru
g ditawarkan.
Pengalaman Singapura,
Dubai International Financial
Centre (DIFC). dan Abu Dha-
bi Global Md ket (ADGNM)

ang-
fins ntetnesioLal tirbab
rena didukung kepastian hu-
kum, regulator yans kredibel,

1. banyak negara
gagal membangun pusat ke-
uangan internasional meski

ataupun pasar kcu'-ng'nn V:ln;g
cukup dalam.
“Indonesia menghadapi
tantangan serup:a, T
baikan iklim inves
pastian hukum. PFII be
hanya menjadi kawasan de-

ngan berbagai fasilitas me-

r apa mampu mendo-
rong invest produktif yang
memberi dampak yata b
perckonomian nasional,”
ujarnya.

Celah kejahatan

Di balik ambisi menjadi
pusat keuangan internasional,
PFII juga membawa sejumlah
risiko yang h s dikelola de-
ngan cermat. Pengalaman
berbagai negara xncnun}u}.—

dapat membuka ce
kejahatan keuangan. penghi
daran regulasi. hingea gejolak
P apabila tata kelolanya
lemah

Risiko yang paling banyak
disorot adalah potensi pen-
cucian uwang (arnti-money fawurn-
dering). Kekhawatiran ini
muncul karena PFIL membu-
ka ruang bagi kegiatan seperti
Sfamily office. trust fiund. dan
special purpose vehicle yang
lazim digunakan
nuelolaan o

“Meski legal, struktur ke-
pemilikan vang kompleks da-
pat menyulitkan penelusuran
pemilik manfaat (Ferreffce
awrrer) apab

n dengan imple-
i Pasal 50A U711 P2SK
ng mengatur tentang pe
lindungan hukum bagi pem-
beli instrumen obligasi khu-
s di pasar primer, seperti
atriot Bond dan Merah Pu-
tih Bond.

Menteri Keuangan Purba-
va Yudhi Sadewa memastikan

praktik round rnpp:nq atau
modus “investor asing palsu”.
Praktik round feipping
merujuk pada perusahaan
atau pumhk modal asal In-

mriva onbali ke Tndo.
nesia dengan status sebagai
investor asing.

e
nf: lkan untuk mem-
peroleh insentif perpaja
vang lebih rendah. sekaligus

membuka rLs]_kO tindak pida-
bila ti-

t.
kal me-
nambahkan, pemerintah ber-
sama DPR memastikan PFI11
dak menjadi kawasan yang
beb:
Melalui UL
aturan pelaksar
berupa peraturan présiden
maupun peraturan menteri
keuangan, seluruh kegiatan
di kawasan tersebut tetap di-
wajibkan mematuhi ketentu-
an mengenai pencegahan
i uang dan penda-
aransi
serta
vasi perpa-
1ai standar interna-

sional.
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